WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

Menimbang

Mengingat

KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraana
dministrasi pemerintahan, khususnya di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu
dilakukan penyusunan dan penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kota
Banjarmasin;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin,;

1.  Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1820);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

VA



Menetapkan.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Tepublik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
& Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kota Banjamasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

L.
2.
3.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan
langkah kegiatan, aktorpelaksana, dan mutubaku;



4. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah
pada SKPD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala SKPD;

5. Satuan. Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan. Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

6. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan
terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Standar Operasional Prosedur SatuanPolisiPamongPraja dan Pemadam
Kebakaran Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi
acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit kerja.

Pasal 4
Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah agar tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan
secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5
Standar Operasional Prosedur Badan Satuan. Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin pada peraturan ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur
tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun

menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan
yang berlaku.



Pasal7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 iigust us 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Jigustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 64



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN

DAFTAR SOP NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP DAN DAMKAR
KOTA BANJARMASIN
No Judul SOP Nomor SOP
1 | SOP Pengelola Surat Masuk SOP-331.1/ SATPOL. PP-1
2 | SOP Pengelola Surat Keluar SOP-331.1/ SATPOL. PP-1
3 | SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat SOP-331.1/SATPOL.PP-1
4 | SOP Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala SOP-331.1/SATPOL.PP-1
S | SOP Penyusunan LAKIP SOP-331.1/ SATPOL. PP-1
6 SOP Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan SOP-331.1/ SATPOL. PP-1
Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
7 | SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/ GU SOP-331.1/ SATPOL. PP-1
] SOP Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban | SOP-331.1/SATPOL.PP-1
Keuangan UP/ GU
9 | SOP Deteksi Dini SOP-331.1/SATPOL.PP-2
10 | SOP Kegiatan Pembinaan dan Pendataan SOP-331.1/ SATPOL. PP-2
11 | SOP Sosialisasi Perda/ Perkada SOP-331.1/ SATPOL. PP-2
12 SOP Kegiatan Penjagaan Kantor dan Rumah SOP-331.1/ SATPOL.PP-3
Dinas
13 | SOP Patroli Pengawasan dan Penertiban SOP-331.1/ SATPOL.PP-3
14 1?/IOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan | SOP-331.1/SATPOL.PP-3
assa
15 SOP Pengawalan Pejabat dan Orang - Orang SOP-331.1/SATPOL.PP-3
Penting
16 SOP Kegiatan Koordinasi dengan Instansi SOP-331.1/SATPOL.PP-3
Terkait
17 | SOP Pengamanan Barang SOP-331.1/ SATPOL.PP-3
18 | SOP Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah SOP-331.1/SATPOL.PP-4
19 | SOP Kegiatan Hubungan Antar Lembaga SOP-331.1/SATPOL.PP-4
20 | SOP Rekruitmen Anggota Linmas SOP-331.1/SATPOL.PP-5
21 SOP Kegiatan Pembinaandalam Perlindungan | SOP-331.1/SATPOL.PP-5
Masyarakat
99 SOP Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan | SOP-331.1/SATPOL.PP-5
Kemampuan Fisik
SOP Pelatihan Dasar dan Peningkatan SOP-331.1/SATPOL. PP-6
23 | Sumber Daya Masyarakat Terhadap Bencana
dan Kebakaran
04 SOP Lomba Ketangkasan BPK/ PMK Swasta SOP-331.1/SATPOL.PP-6
Kota Banjarmasin
25 SOP Operasional Siaga Posko BPK Bencana/ |SOP-331.1/SATPOL.PP-6

Kebakaran Kota Banjarmasin




SOP Se kretariat
SOP Pengelola Surat Masuk

[—BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN FEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- /| SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
BANJARMASIN

Disahkan oleh 11101111

Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Pengelolaan Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan
Departemen Dalam Negeri

2 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1 Memiliki kemampuan mengadministrasi surat masuk
2 Memiliki kecermatan, kecepatan dan ketelitian dalam memilah surat
3 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan PeralatanJperlengkapan

1 Alat TulisKantor

2 Tata Persuratan Dinas

3 Buku Agenda Surat Masuk
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 JkaSOPini tidak dibuat maka akan kesulitan melacak surat masuk yang sewaktu-
waktu diperlukan oleh pimpinan

2 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila
semua pel aksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1 Di Buku Agenda Surat Masuk

Lampiran 1. 1 SOP Pengelola Surat Masuk




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Keteranga
Umum dan F. Umum Sekretaris [Kepala BadazZ Caraka Kelengkapan | Waktu Output n
Kepegawaian
1 |Memerintahkan. Fungsional Umum untuk Avenda S Lemb
melakukan pencatatan surat masuk genda Surat 15 Menit .em a.tr.
Masuk, ATK Disposisi
2 |Mencatat surat masuk dan diserahkan kepada Agenda Surat
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 Masuk & 30 Menit Disposisi
Lembar
3 |Memeriksa surat masuk, jika setuju ) Surat Masuk
memberikan paraf dan diserahkan ke Tidak duraL a;u 15 Menit Di -
Sekretaris SATPOL-PP. Jika tidak setuju aDr,l cmbar ent 1Sposist
dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk Ya 1Sposist
4 |Memeriksa suljat m'as'uk, J1k.a setuju diparaf Surat Masuk
pada lembar disposisi dan diserahkan kepada . dan Lembar |15 Menit Disposisi
Kepala SATPOL-PP. Jika tidak setuju Tidak Disposisi
dikembalikan ke Kasubag Umum dan Ya
5 |Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk Surat Masuk
ditindaklanjuti dan Lembar (30 Menit|  Disposisi
Disposisi
Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Surat Masuk
Kepegawaian untuk ditindaldanjuti ]__| dan Lembar |15 Menit|] Disposisi
1 Disposisi
7 |Memerintahkan ke Fungsional Umum untuk Agenda Surat . . o
pendataan surat masuk | I— Masuk &  [30 Menit  Disposisi
I Lembar
8 |Mendata surat masuk dan menyerahkan ke Agenda Surat
Caraka untuk pendistribusian surat I Masuk & |15 Menit|  Disposisi
Le mbar
9 |Mendistribusikan surat masuk ke Bidang- - EOTHIVIASHIE ) ) o
bidan dan Lembar |30 Menit Disposisi
& Disposisi
10 [Mendokumentasikan surat masuk Agenda Surat Lembar
Masuk & 15 Menit . L.
Disposisi
Lembar




SOP Pen elola Surat Keluar

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
BANJARMASIN

Disahkan oleh MOP. I-

Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Pengelolaan Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen
Dalam Negeri

2 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1 Memiliki kemampuan mengadministrasikan surat keluar

2 Memiliki kecermatan, kecepatan dan ketelitian dalam memilih dan
memilah surat

3 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Alat Tulis Kantor

2 Komputer dan Printer

3 Tata Persuratan Dinas

4 Buku Agenda Surat Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Jika SOP ini tidak dibuat maka akan kesulitan melacak surat keluar yang sewaktu-waktu
diperlukan oleh pimpinan

2 Prosedur Pengelolaan Surat Keluar dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila semua
pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1 DiBuku Agenda Surat Keluar

Larrepiran 1. 2 SOP Pengelola Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala . Kasubag Keterangan
Badan Sekretaris | Umum dan | F.Umum | Caraka Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaia
1 [Memerintahkan Sekretaris untuk membalas € )
surat masuk Surat Masuk 5 Menit [Lembar Disposisi
1
2 Memerlntahka.n Kepala Sub Bagian Umum 3. Lembar Disposisi | 5 Menit Konsep surat
dan Kep?gawalan untuk membuat konsep keluar
3 [Membuat konsep surat keluar dan
memerintahkan Fungsional Umum untuk I__-I Kori{s;};zl:rat 45 Menit Konlfsli:?rat
mengetik konsep surat keluar
4 |Mengetik konsep Surat Keluar Konsep surat .| Konsep surat
30 Menit
I keluar keluar
5 |Memeriksa konsep surat keluar. Jika setuju
memberikan paraf dan menyerahkan ke Konsep surat Konsep surat
Sekratariat SATPOL-PP, jika tidak disetujui . Kkeluar 15 Menit Kkeluar
dikembalikan Kepada Fungsional Umum Tidak Tidak
untuk ditindaklanjuti fa
6 |[Memeriksa konsep surat keluar. Jika setuju ]
memberikan paraf dan menyerahkan ke Konsep surat 15 Menit Konsep surat
Kepala SATPOL-PP, jika tidak disetujui keluar keluar
f\likembalikan ke Kepala Sub Bagian Umum va
7 |Mengoreksi konsep surat keluar dan 7
menyerahkan Ice Sekretaris untuk Konsep Surat 10 menit Konsep surat
ditindaklanjuti keluar keluar
8 [Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum _IJL‘ Konsep surat | Konsep surat
dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti [ keluar 5 Menit keluar
9 |Memerintahkan ke Fungsional Umum untuk's
memperbaiki dan mengetik konsep surat | I Konsep Surat 25 Menit Konsep surat
keluar setelah ada perbaikan 6 keluar keluar




10 |Mengetik naskah surat keluar
Naskah Surat
Konsep surat keluar | 20 Menit
Keluar
A
11 |Memeriksa naskah surat keluar. Jika setuju
memberikan paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Naskah Surat Kel 15 Menit Naskah Surat
SATPOL-PP, jika tidak setuju dikembalikan kepada — - askah surat feluar ent Keluar
Fungsional Umum untuk diperbaiki aa Tidak
12 |Memeriksa naskah surat keluar. Jika setuju Ya
memberikan paraf dan menyerahkan ke Kepala Naskah Surat Kol 15 Mot | Naskah Surat
SATPOL-PP, jika tidak disetujui dikembalikan ke askah Surat Keluar enit Keluar
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian v
a
13 |Menandatangani naskah surat keluar dan Naskah Surat
menyerahkan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti | _II Naskah Surat Keluar | 10 Menit Keluar
14 |Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti Naskah Surat Keluar| 10 Menit Naskah Surat
Keluar
15 [Memerintahkan ke Fungsional Umum untuk Buku Agenda, ATK Buku Agenda. ATK
. UKU enaa, . UKU Agenaa,
memberikan nomor, tanggal dan stempel I__I dan Stempel 10 Menit dan Stempel
16 [Memberikan nomor, tanggal dan stempel surat Buku Adenda ATK Naskah Surat
keluar dan menyerahkan ke Caraka untuk E uKu Agenda, 15 Menit
o . | dan Stempel Keluar
pendistribusian surat keluar
17 |Mendistribusikan surat keluar ke SKPD / Instansi Naskah Surat
penerima Naskah Surat Keluar | 40 Menit Keluar
18 [Mendokumentasikan surat keluar Naskah Surat Keluar| 10 Menit Naskah Surat

Keluar




SOP Penqusulan K enaikan Pani kat

VANJARMASIN

Zlgell

Nomor SOP

SOP- /| SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA

R o
411,00 BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disankan olen Iow
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010
SEKRETARIAT SATPOL -PP Judul SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Indonesia Nomor 5494)

Negara Republik Indonesia Nomor 6037

1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

1 Memiliki kemampuan untuk memahami Tata Cara Usul Kenaikan

Pangkat pangkat

2 Ketepatan waktu pengusulan sangat diperlukan
3 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan Peral atan/perlengkapan

1 Alat TulisKantor

2 Komputer dan Printer

3 Buku Jaga Kenaikan Pangkat
Peringatan Pencatatan dan pendataan

tertunda

semua pel aksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1 JkaSOP ini tidak dibuat dengan cepat dan tepat waktu maka kenaikan pangkat akan

2 Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dapat berjalan sebagai mana mestinya apabila

1 Di Buku Jaga Kenaikan Pangkat

Lampiran 1. 3 SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat




Pelaksana

Mutu Baku
No. K egiatan Kasubag Umum
Pelak . Keterangan
< dan _ Umpseagr.la Sekretaris |KepalaBadan| Caraka Kelengkapan Waktu Output
epegawaian
1 | Menerimadan menelaah pennohonan
berdasarkan buku penjaga dan kenaikan K .
pangkat PNS, memerintahkan Fungsional C D Berkas 60 Menit | Daftar Usulan
Umum untuk tnengumpulkan berkas kenaikan I L
2 |Mengumpulkan berkas kenartkan pangkat dan 100
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Berkas dan Dok ) Daftar Usulan
3 |Memeriksa berkas kenaikan pangkat dan - Fc Karpeg
memerintahkan Fungsional Umum untuk
melegalisir persyaratan kenaikan pangkat PNS - Fc SK CPNS
dan membuat daftar usul mutasi kenaikan - Fc SK PNS
angkat - Fc SK Terakhi
pang c erakhir _| 60 Menit | Daftar Usulan
- Fc DP-3 2 Th Terakhir]
- Fe STLUD
- Fe SK Mutasi/Pelant.
- Fc ljazah Terakhir
4 |Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat dan v
membuat daftar usul mutasi kenaikan pangkat Daftar Gaji, Komputer .
dan menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan ATK 60 Menit | Daftar Usulan
dan Kepegawaian T
5 |Memeriksadaftar usul mutasi kenaikan
pangkat, jika memenuhi syarat akan diberikan
paraf dan diserahkan ke Sekretaris SATPOL-PP Tidak Daftar Usul Mutasi )
untuk diparaf dan jika tidak memenuhi syarat K enaikan Pangkat 30 Menit (Daftar Usulan
clikembalikan ke Fungsional Umum untuk
dilengkapi
6 [Memeriksadaftar usul mutasi kenaikan
pangkat, jika memenuhi syarat akan diberilcan
paraf clan menyerahkan ke Kepala SATPOL-PP Dokumen Usul
untuk ditandatangani dan jikatidak memenuhi - Kenaikan 30\t Berkas
syarat dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Tidak Pangkat Promosi

Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki

Ya




menyerahkan Daftar Usul Mutasi Kenaikan
Pangkat yang sudah ditandatangani ke

Dokumen Usul

Sekretaris SATPOL-PP Mutasi Kenaikan | 15Menit | K&
Promosi
Pangkat
8 |menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Usulan Promosi 15 Menit Berkas
Kenaikan Pengkat I Promosi
9 |memerintahkan Caraka untuk menyerahkan
Daftar usul mutasi kenaikan pangkat ke BKD, Berkas dan Dok ] Berkas
Diktat Kenaikan Pangkat 15 Menit. Promosi
10 [Menyerahkan Dafta_Ir Usul Mutasi Kenaikan Menyesuaika
Pangkat ke BKD, Diktat Berkas den Dok Usul n denaan
Mutasi Kenaikan 45 Menit |Daftar Usulan Waktt?di

Pangkat

BKD, Diklat




SOP Pengusulan Kenaikan Gaii Berkala

BANJARMASIN

A.].L .“

©999”

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN
DAMKAR KOTA BANJARMASIN

Disahkan oleh

rs. Herrnansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

1 Memiliki kemampuan untuk memahami Tata Cara Usul
Kenaikan Gaji Berkala Berkala

2 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan.

Peralataniperlengkapan

1 Alat Tubs Kantor
2 Komputer dan Printer
3 Buku Jaga Kenaikan Gaii Berkala

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Jika SOP ini tidak dibuat dengan cepat dan tepat waktu maka tambahan
kenaikan gaji akan tertunda

2 Prosedur Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala dapat berjalan sebagaimana
mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan
tugasnya

1 Di Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala

Lampiran 1. 4 SOP Pengusulan Kenaikan Ggji Berkala




Pelakeana

|'d utu Baku
No. Kegtatan Kesubag Umum K eterangan
Pemoh on dan F.Umum Sekretaria | Kep al aBadan Kai engkap an Waktu Output
Kepegaw &1 an
Mengajukan Pcrmohonan usulan kcnnikan Usulan
gaii berknla I13crkas clan Dok | 30 Menit | Kenaikan Gaji
Berkala
2 | Menerima dan menelfuth permohonan clan
jika usulan tersedia memerintahkan
Pungsional Umum untttk mengumpulkan Berkas 45 Menit [ Daftar Usulan
berkas kenaikan gaji berkala
3 |Mcngumpulkan berkas kenaikan gaji berkala )
Berkas dart Dok | 100 Menit| Daftar Usulan
4 | Memcriksa berkas kenaikan gaji berkalajika
mcmenulti syarat memerintahkan Fungsional
Umum untuk membunt daftar usulan Tidal SK Hcrkala, SK )
kenaikan gait berkala PN'S dan jika tidak Pangkat clan Dp-3 | 45 Menit | Daftar Usulan
memenult i synrnt di kernbali kan keptul a
I"ungsionnl Ultima untuk dilengkapi
5 [Membuittt daftar usulan kenaikan gag berkala
clan menyerahkan ke Kt:pain Sub Bagian | Daftar Gaji, 60 Menit | Daftar Usulan
Umum don 1(epegawaian |Computer dan ATK
6 [|Memerikaa claftar usulan kennikan gaji
berkaltt, jika memenuhi syarat akan .
diberikan paraf clan diserahkan kc Sekretaris Tidak] Daftar Usulan Gaji 30 Mena | Daftar Usulan
SATPOL,-1'P untuk cliparaf clan jikatidal( Berkala
tnemenuln syarat dikembalikan ke
7 |Memcriksa daftar usultut kennikan gait
berkala, jika mententthi syarat aktut Ya
diberikan paraf dan menyerahkan kc Kepala Dokumcn Usulan ) Berkas
SA'fPOL.-PP untuk ditandatangani clan jika TideK Kenakan GO | 30Menit |
think memenuln syarat dikembalikan kc val Berkala
Kepala Sub Bagian Umum (1(111 Kepegawitiflll
8 Mcn;/clr;\hknn D!aftar Usulan kenaikan gaji Dokumen Usulan
bcrkala yang audah ditandatangani ke Kenaikan Gaji 15 Menit Bcrka;
Sckretaris SATPOL,-PP Berkala Promosi
9 |Menyernhknn kepada Kcpnln Sub I3agian ]
Umtun dan Kepcgawnian Usulan Proraosi 15 Mcnit 13erka§
Bcrkala Promosi
10 [Memerintalikan Cgraka ur.1ltuk menycrahkan Berkas clan Dok 15 Menit Berkas
rl?r?;ttatr usulan kenaikan gaji bcrkalake BKD, Borkaa Promosi
11 [Menyeralikan Daftar Usulan Kenaikan Gaji Berkas clan Dok Menyestutikan
[13crkalake BRD, Diklat Usul Kenaikan Gaji | 45 Mcnit | Daftar Usulan |ciengart waktu di
13erkala BKD, Diklat




SOP Pen usunan LAKIP

99ee __9geees
* BANJARMASIN

A..m

"N0ism.” [~

PEMERINTAH KOTA BI;TJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
KOTA BANJARMASIN

Disahkan oleh

-rs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

2 Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan LAKIP

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
penyusunan pelaporan LAKIP

2 Memahami Tata cara Penyusunan LAKIP

memiliki komitmen tinggin untuk melaksanakaan SOP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Seperangkat komputer dan kelengkapannya
2 ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Jika SOP Penyusunan LAKIP tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi
Laporan Kinerja SKPD

2 Prosedur Penyusunan LAKIP dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila
semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1 Disimpan sebagai data hardcopy dan softcopy

Laing !rant 1. 5 SOP Penyusunan LAKIP




Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
No. Kegiatan Sekretaris Kasubbag. Kepala Keterangan
Badan Program Subbag. Badan Kelengkapan Waktu Output
Program
1 |[Memerintahkan Kasubbag. Program Disposisi/ perintah Di isi/ perintah
untuk inenyusun LAKIP SATPOL-PP ISPOSIS/ perl 1hari |°'SPOSIS/ penn
pm— lisan Kepala Badan lisan
—
i Disposisi/ perintah
2 |[Memerintahkan Pelaksana Subbag. Sp p _ . |Disposisi/ perintah
Program untuk melakukan lisan Sekretaris 1 hari lisan
pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Badan
s EAAeP:%uSngl;JgfnPFt:ahan penyusunan = Disposisi/ perintah 2 bahan penyusunan
lisan minggu | LAKIP SATPOL-PP
4 |Memeriksa bahan penyusunan LAKIP
- —tidak
SATPOL'_PP’ jikabelum lengkap akan e lida bahan penyusunan 2 bahan penyusunan
dikembalikan ke Pelaksana Subbag. LAKIPSATPOL-PP | minggu | LAKIP SATPOL-PP
Program untuk dilengkapi, bilalengkap a
rnnl-nriol-itrlire rilglrnrilrarvinica e
5 [Mengolah bahan penyusunan LAKIP bahan penyusunan 4 draft LAKIP
SATPOL-PP LAKIPSATPOL-PP | minggu SATPOL-PP
6 |Memeriksadraft LAKIP SATPOL-PP, jika )
setuju memberikan paraf dan tidak draft LAKIP SATPOL - 1 Konsep LAKIP
menyerahkan ke Kepala Badan, jika PP minggu SATPOL-PPyang
tidak setuju dikembalikan ke Kasubbag. ya diparaf
Provram untuk dinerbaiki
7 [Memeriksakonsep LAKIP SATPOL-PP,
jika setuju memberikan tandatangan, tidak Konsep LAKIP 1
jikatidak setuju dikembalikan ke SATPOL-PP minggu | “AKIP SATPOLFP
Sekretaris untuk diperbaiki
8 |Memerintahkan Kasubbag. Program 4/ . .. .
ya . |Disposisi/ perintah
untuk mendokumentasikan LAKIP LAKIP SATPOL-PP 1 hari ® |i3ﬂE|)
SATPOL-PP
9 |Memerintahkan Pel aksana Subbag. LAKIP SATPOL-PP, LAKIP SATPOL-PP,
Program untuk mendokumentasikan Disposisi/ perintah | 1 hari |Disposisi/ perintah
LAKIP SATPOL-PP lisan lisan
i - LAKIP-SATPOL-PP,
10 |Mendokumentasikan LAKIP SATPOL-PP / > : 1 dokumen LAKIP
Disposisi/ perintah .
CaNY o) lisan minggu SATPOL-PP




SOP Pelaksanaan Pembayaran Gail dan Tun an an Perbaikan Penghaslan

BANJARMASIN

.a,.E,
=Zs

Hiviiand

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONO|PRAJA DAN|PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- /| SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PPDAN DAMKAR KOTA BANJARMASIN

Disahkan olch M111112118% "

Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Pel aksanaan Pembayaran Gagji dan Tunjangan Perbaikan
Judul SOP Penghasilan

Dasar Hukum

Kualifikas pelaksana

1 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Mengenai Perubahan Kelima Belas
atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil

2 Peraturan Presiden No. 26 tahun 2007 tcntang Tunjangan Jabatan Struktural
Keputusan Walikota No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan
Pengelola Keuangan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegjabat Struktural, Non
Struktural dan Non Fungsional Pada Badan Pengelolaan Keuangan don Ase
Daerah Kota Banjarmasin

1 Memiliki kemampuan dibidang keuangan
2 Memiliki Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan
3 Mcmiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Peral atan/perlengkapan

1 SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen SPM
2 SOP Penerbitan SP2D

1 Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2 Alat Tubs Kantor

3 Filleng Kabinet
4

Berangkas

Peringatan

Peneatatan clan pendataan

1 SOPini adalah standar baku clan jikatidak dilaksanakan akan menghambat,
keterlambatan, ketidak tepatan dan ketidak sinkronan dalam Pelaksanaan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2 Dokumentasi daftar gaji dan tunjangan perbaikan Penghasilan penghasilan

Lampiran 1. 6 SOP Pelaksanaan. Pembayaran Gaii dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan




Mutu Baku

i Peinbantu e el o
No Kogiatan Bendahara Pigggall;:rr:n Verlfrlkato PPK PA P\érel;gléﬁa?;dan BUD Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Pengeluaran
1| Menerima daftar gaji dari Daftar Gaji dan
bidang perbendaharaan Daftar Tunjangan | , jam Tanda Terima
dan membuat daftar Perbaikan selesai dibuat
Tunjangan Perbaikan Penghasilan
2 |Membuat Nota Dinas Daftar Gaji dan
Permintaan Pembayaran . .
G don ir i e B,
Perbaikan Penghasilan Penghasilan g
Untuk Disetujui dan
3 |Menyetujui dan memaraf : :
nota dinas kemudian d'tNofja:';\tDl Nas 9 hari N[;)_ta D|_n§s
diteruskan ke PA untuk tandatangan Isetujul
4 |Menyetujui dan
mendisposisi nota dinas Nota Dinas _ SPP-LS
permintaan kemudian Disetuj i Ihari | terinput pada
ditcruskan kcpada SIPKD
Bendahara Pengeluaran
5 |Bendahara Pengeluaran
membuatkan SPP-LS SPA-LSterinput| 60 SPPLS
untuk diserahkan ke padaSIPKD | merit
Verifikator untuk T
6 |Memverifikasi
(Meneliti/memeriksa Checklist
berkas permintaan), jika tertandangani
memenuhi syarat akan - % dan Berkas
diberikan tandatangan Tidak SPP-LS merit | Permintaan
pada checklist dan terperiksa
menyerahkan kepada PKK kelengkapanny
dan jikatidak memenuhi a
syarat dikembalikan ke
Sa, —3 un t—
# |Memaraf SPM-LS Checklist
kemudian diserahkan tertandangani
kepada PA untuk mohon dan Berkas 1 hari SPM-LS
persetujuan dan Permintaan disctujui
tandatangan SPM-LS terperiksa

kelengkapannya




Disetujui dan

ditandatangani SPM-LS B SPM-LS
SPM-LS hari . .
kemudian di:3erahkan ke disetujui arl | disetujui dan
Bendahara Pengeluaran ditandatangani
Menyerahkan berkas, SPP- Berkas
LS, SPM-LS ke Kasubbid SPM-LS :
. . 60 terperiksa
BTL Bidang disetujui dan .
. . | Menit | kelengkapanny
Perbendaharaan ditandatangani a
Memverifikasi berkas DELHIS
permintaan SPP-LS dan Berkas permintaan
. . . 60 SPM-LS
SPM-LS jika ya dibuatkan terperiksa Menit i
SP2D dan diteruskan ke Tidak kelengkapannya terperiksa
BUD, jika tidak kelengkapanny
Menyetujui dan Berk 7
menandatangani SP2D ero as . .
dan dikembalikan ke permintaan SP2D disetujui
Bendahara Pengeluaran spl 1 L Hart . dan .
terperiksa ditandatangani
kelengkapannya
Bendahara Pengeluaran
mengambil SP2D dan
memasukkark ke Bank, SP2D disetujui SP2D dan
pihak Bank mentransfer dan 1 Hari | distribusi gaji
Gaji melalui rekening ditandatangani dan TPP
masing-masing PNS dan
Pembantu Bendahara
Membagikan Tunjangan SP2D d s L
Perbaikan Penghasilan distrib .an . distribusi gaji
dan mengarsipkan berkas istribusi gaji ari | dan .TPP serta
dan TPP arsip berkas

gaji dan TPP




SOP Pelaksanaan Pemba aran UP/ GU

Nomor SOP SOP- SATPOL.PP
- . Tanggal Pembuatan
BANJAWASIN ™ Tangeal Revisi
Ltt, Tanggal Efektif
4oexcir
wssgid 14" KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA BANJARMASIN
Disahlcan oleh -
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PI]
SATUAN POLISI PAMONG|PRAJA DAN|PEMADAM KEBAICARAN Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 1984 03 1 010
SEKRETARIAT SATPOL-PP Judul SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/GU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahan dan
Penyusunan  laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya

1 Memiliki kemampuan dibidang keuangan

2 Memiliki Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan

3 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Kelengkapan dan Sarana

1 SOP Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan UP/GU

1 Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2 Alat Tulis Kantor

3 Tilling Kabinet
4

Berangkas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Apabila persyaratan dan kelengkapan permintaan UP/GU tidak lengkap maka akan menghambat
proses pencairan dana

Prosuder pencairan UP/GU dapat betjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana ada
tempat dapat menjalankan tugasnya

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Lampiran 1. 7 SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/ GU




Pelakaana M utu Baku
No. K egiatan Bendahara K eterangan
PPTK Verifikator PPK PA Pe nge luar Kelengkapan Waktu Output
an
Me;wga;ukan pzrmohonsn NPD d Format NPD yang berlaku
UP/GU sesual dengan kegiatan dan dan sesuai dengan DPA |60 M enit| Dokumen NPD GU/UP
anggar an dilengkapi dengan
) clan SPJ
dokumen pertanggungjawaban
2 |Mengecek/M eneliti dan NPD, Surat Pernyataan SOP Verifikasi
mengetahui (tends tangan) check Tanggung Jawab Belanja, Laporan
list kelengkapan berkas Check List, Kwitansi, . Pertanggung
. . - - . 2 hari |Dokumen NPD GU/UP
pertanggungjawaban UP/GU bila Tidak Tidak Bukti Pengeluaran/SPJ, Jawaban
setujui diteruskan ke PPK, bila I'a dan kelengkapan lainnya Keuangan
tidak dikembalikan ke PPTK yg diperlukan UP/GU
3 |Mengecek/Meneliti dan NPD, Surat Pernyataan
mengetahui (tanda tangan) check Tanggung Jawab Belanja,
list kelengkapan berkas Check List, Kwitansi, .
. . i 2 hari |Dokumen NPD GU/UP
pertanggungjawaban UP/GU bila Bukti Pengeluaran/SPJ,
setujui diteruskan ke PA, bila tidak Ya clan kelengkapan lainnya
dikembalikan ke PPK _ ygdiperlukan
4 |Mengetahui dan menyetujui RULICE L "y"““VA_L'
pembayar an (tanda tangan)di Tanggung t]awab Eelar.u a
seluruh kelengkapan berkas Check List, Kwitansi, | i | bokumen NPD GUIUP
pertanggungjawaban UP/GU bila Bukti Pengeluar an(SPJ,
setujui diteruskan ke Bendahara clan kelengkapan lainnya
5 [Membayar /mencarkan oSt rgatTatt
permintaan UP/GU sesuai dengan Tanggung ?]awab Belar.lj &,
NPD dan diserahkan I ce PPTK Check List, Kwitans, 1 - [ bokumen NPD GU/UP
. Bukti Pengeluaran/SPJ,
dan kelengkapan lainnya
i k
6 |Menerima Dana UP/GU sesuai pal-l)ura er  taan
dengan NPD W Tanggung Jawab Belanja,
Check List, Kwitansi, | p o | pokumen NPD GUIUP
Bukti Pengeluaran/SPJ,
dan kelengkapan lainnya
y& diperlukan




SOP Verifikas L aporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/ GU

Nomor SOP SOP- SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan |

Tan al Revisi |

Tan al Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKARKOTA
BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan olen
SATUAN POL S| PAMONG PRAJA DAN PEMADAM REBAKARAN Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

SEKRETARIAT SATPOL-PP Judul SOP Verifikas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/GU

Dasar |-lukum Kualifikasi pelaksana
T Peraturan Mentermr Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Memiliki kemampuan Verifikasi

2 Memiliki pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan terkait dengan

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam pertanggungjawaban keuangan
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengel olaan Keuangan Daerah 3 Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan K edua atas Permendligri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah

4 Peraturan Daerah Kota |3anjarmasin
5 Peraturan Walikota banjarmasin

Keterkaitan Pcral atan/perlengkapan
1 SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/GU

et Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2 SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen SPM

2 Alat 'I'ulis Kantor

3 Filleng Kabinet

Peringar[a_n _ _ i Pencatatan dan pendataan
1 SOPini adalah standar baku dan jikatidak dilaksanakan akan menghambat, keterlambatan, 1 pokumentasi Pertanggungjawaban Keuangan

ketidaktepatan dan ketidak sinkronan dalam Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/GU

Data/file realisasi keuangan

Prosedur Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/GU dapat berjalan sebagaimana mestinya
apabila semua pel aksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

Lampiran 1. 8 SOP Vcrifikas Laporan Pertanggunajawaban Keuangan UP/ GU




Pelaksana Mutu Baku
i Bendahara Persyaratan /
No Kegiatan PPTK Verifikator PPK Pengeluaran K elsgngkapan Waktu Output Kcterangan
1 [Menghimpun dan menyerahkan NPD, Surat Pernyataan
berkas Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja, Kelengkapan
Keuangan (SPJ UP/GU) kepada - Check List, Kwitansi, Bukti |20 Menit] Dokumen
Verifikator CD( Tidek Pengeluaran/SPJ, dan UP/GU
! bukti pendukung sah yang
2 Melakukan Verlf'kas IITJ-1, L.70.1Tal. 1IT. 1 Ifylalaa.ll d k SOP
Pertanggungjawaban K euangan (SPJ Tanggu.ng Jawab Bfelanja,. Perdokumen ook
UPIGU), jikalengkapditeruskan Check List, Kwitansi, Bukti > hari Upfalé Zang r;mb%naan
kepacda PPK, jika tidak [engkap b i?‘ngel l:jarsm SF;hdan Vterifi kalsi up?éaran
dikembalikan ke PPTK untuk Ukt penl ukung sah yang
al nnua
3 [Memeriksa kembali kelengkapan NPD, Surat Pernyataan
berkas Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja, Perdokumen
Keuangan (SPJ UP/GU), jika lengkap| Tidak Check List, Kwitansi, Bukti 1 hari UP/GU yang
akan diteruskan ke bendahara Pengeluaran/SPJ, dan telah di
pengeluaran, jikatidak lengkap akan Tidek | pykti pendukung sah yang Verifikasi
dikembalikan ke verifikator untuk l'a lai nnya
4 [Memeriksa kelengkapan berkas Surat
) Perdokumen
Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Berk telah di UPIGU
UPIGU), jika lengkap  akan & ?/Syir_‘ﬁ Jand Lhai | o 3(;5"‘”9
didokumentasikan, jika tidak lengkap entikas vt iy b
akan dikembalikan kepada PPK untuk ertikas
5 |Mendokumentasikan hasil \(erifikasi Dokumen
L aporan pertanggungj awabkan Berkas yang sudah lengkap| 1 hari hasil
keuangan UP/GU C verifikas




SOP Bidang Pembinaan M asyar akat
SOP Deteksi Dini

NOMOR SOP
;ANJARMASIN
TGL. PEMBUATAN .
TGL. REVIS
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH ' Kepala Satuan,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Drs. Hermatisyah
NIP. 19600115 198403 1 010
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT NAMA SOP . SOP Kcgiatan Deteksi Dini
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 1 Pendidikan : S1
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin; 2. Mampu memahami/mempel gjari/menganalisa tentang
2. Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Th. 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Peraturan Daerah
dan TataKerja Satpol PP Kota Banjarmasin. 3. Mengetahui ketentuan/prosedur demo/unjuk rasa
KETERKAITAN: PERALATAN/PERL ENGKAPAN:
- Pelaksanaan Deteksi Dini L ATK 6.Tempat/Ruang Sosialisasi
. 7.Sound System/LCD
2. Mega
. 8. Perlengkapan lainnya
3. Kurs
4.  Komputer
5. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pentingnya kewaspadaan dini agar segala ancainan/gangguan keamanan elan ketertiban masyarakat Disimpan sebagai data elektronik dan manual (SK TIM, Jadwal Rapat Tim,
dapat segera dicegah sebelum tedadi. Agenda Rapat, Jadwal Monitoring, Laporan hasil Monitoring)

Lampiran 1. 9 SOP Deteksi Dini



Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur / Kegiatan
/ Kes KASAT KASI KABID | 1:1:;151 EZ;fgr?;lin;r/l Waktu | Output
1 [Menyusun dan membuat SK Tim Forum RKA, Nota Dinas,| 1 hari |SK dan
Kewaspadaan Dini (Deteksi Dini) dan Jadwal L - NPD, Peraturan jadwal
Rapat, menyerahkan ke Kabid Terkait Kegiatan Rapat
2 |Memeriksa SK Tim Forum Kewaspadaan Dini 1 RKA, Nota Dinas,| 1 hari |SK dan
(Deteksi Dini) dan Jadwal Rapat, jika setuju Tidak |'N-, NPD, Peraturan jadwal
diparaf dan diserahkan ke Kasat, jika tidak " Terkait Kegiatan Rapat
setuju dikembalikan lagi ke Kasiuntuk 1-Y3
3 |Memeriksa SK Tim Forum Kewaspadaan Dini 4 RKA, Nota Dinas,| 1 hari |SK dan
(Deteksi Dini) dan Jadwal Rapat jika setuju ' . Tidak NPD, Peraturan jadwal
ditandatangani, jika tidak setuju| e, ! Terkait Kegiatan Rapat
dikembalikan lagi ke Kabid untuk dikoreksi [ e
4 |Melaksanakan Rapat bulanan Tim Kerja ne—= SK dan Jadwal 1 hari |Jadwal
Terpadu Kewaspadaan Dini sesuai jadwal j
5 [Membuat Laporan Hasil kegiatan Rapat dan . L laporan dan 1 hari |Jadwal
Membuat jadwal monitoring berdasarkan = jadwal Monitoring
hasil rapat bulanan/maupun menerima
6 |Memeriksa Laporan dan jadwal monitoring, . -, laporan dan 1 hari |laporan
jika setuju diserahkan ke Kasat untuk tanda Tidgk — jadwal
tangan jika tidak diserahkan kembali ke Kasi T f'Va
7 |Memeriksa Laporan dan jadwal monitoring, T laporan dan 1 hari |laporan
jika setuju ditandatangani jika tidak jadwal
diserahkan kembali ke Kabid untuk di > | Tidak
8 |Melaksanakan kegiatan monitoring Ya ] laporan dan 1 hari (laporan
L jadwal
9 |Membuat Laporan Hasil Monitoring dan o , laporan 1 hari |laporan
menyerahkan Laporan Rapat dan Laporan 1"f L 11
Monitoring ke staff untuk diarsipkan
10 |Mengarsipkan hasil laporan "= ) laporan 2 hari |laporan,
Arsip




SOP Ke iatan Pembinaan dan Pendataan
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN .

TGL. REVISI '

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH ' Kepwala Satuan,

ermansyah

NI . 19600115 198403 1 010

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

NAMA SOP : SOP Kegiatan Pembinaan & Pendataan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan. Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota
Banjarmasin;
2. Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Th. 2012 tentang Tugas
Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin.

1. Pendidikan Si, D3
2. Memiliki kemampuan mempelajari dan rnemahami
3. Sebagai Penyuluh Masyarakat mengetahaui mekanisme SOP

Penyuluh
Masyarakat

KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
- Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan L. Perda/Perkada Kota 6. Kumasi
Banjarmasin
2. ATK 7. TenTipat/ Ruang
3. Komputer 8. Sound System/LCD
4. Printer 9. Pe=iengkapan lainnya
5. Meja

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Pentingnya pembinaan masyarakat agar tercipta ketertiban umum.

1. Disimpan sebagai data soft copy dan arsip manual
2. Surat Tugas

Lampiran 1. 10 SOP Kegiatan Sosialisasi Perda Perkada




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Kegiatan STAF Pers keterangar
yaratan /
KASI KASAT Wak
S KABID S PELAKSANA | Perlengkapan aktu | Output

1 [Membuat jadwal pembinaan berdasarkan basil deteksi RKA, NPD, Data 1 hari |Jadwal
dini atau temuan anggota atau laporan masyarakat, y
diserahkan ke Kabid

2 | Dikoreksi kembali. Jika setuju di paraf dan disampaikan b > RKA, NPD, Data 1 hari [Jadwal
ke Kasat untuk di tandatangani. Jika tidak setuju ticiRK i tirink
dikembalikan lagi ke Kasi untuk koreksi. ;

3 |Jika setuju di tandatangani. Jika tidak setuju It RKA, NPD, Data 1 hari |Jadwal
dikembalikan lagi ke Kabid untuk koreksi.

4 |Menyiapkan bahan pembinaan, Kasi menyerahkan ke = I Jadwal, Data 1 hari |Berkas
Kabid jika setuju di paraf dan disampaikan ke Kasat Data
untuk ditandatangani 0§

5 |Kabid memeriksa jika setuju di paraf dan disampaikan ke Jadwal, Data 1 hari |Berkas
Kasat untuk ditandatangani, Jika tidak setuju Ticiak : Tk Data
dikembalikan lagi ke Kasi untuk koreksi. .i J

6 |Kasat memeriksa jika setuju ditandatangani. Jika tidak 4 Jadwal, Data 1 hari |Berkas
setuju dikembalikan lagi ke Kabid untuk koreksi. SR ] Data

7 |Pelaksanaan Kegiatan. Memeriksa hasil kegiatan Y. * Laporan 1 hari |Berkas
Pembinaan dan pendataan, diteruskan ke Kabid : kelengkap

8 [Kabid memeriksa hasil kegiatan Pembinaan dan i Laporan 1 hari |Berkas
Pendataan, diteruskan ke Kasat SPTB

9 |Kasat memeriksa hasil kegiatan pembinaan, pendataan Laporan 1 hari |Berkas
kemudian dikembalikan ke Kabid U ) SPTB

10 [Kabid menyerahkan ke Kasi untuk diarsipkan Laporan 15 menit |Laporan

11 [Kasi menyerahkan ke staff untuk diarsipkan laporan 20 menit |Laporan

12 [Mengarsifkan hasil laporan , laporan 20 menit |Arsip




SOP Kegiatan Sosialisasi Perda

] ] NOMOR SOP.
wrimA usis
TGL. PEMBUATAN
A.G
=Xt TGL.REVISI
M0 = TGL. EFEKTIF '
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH . Kepala Satuan,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
1120
ors. Hermansyah
IP. 19600115 198403 1 010
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT NAMA SOP . SOP Kegiatan Sosidlisasi Perda

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;
2. Peraturan walikota Banjarmasin N0.34 Th. 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan TataKetja Sat pol PP Kota Banjarmasin.

1 Pendidikan Si, D3

2 PPTK clan Staf

3 Narasumber/OPD terkait
4. Kelurahan/K ecamatan
5

Peserta Sosialisasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Pelaksanaan Sosialisasi Perda

Printer
Komputer

Spanduk

1

5 Tempat/Ruang Sosialisasi
3. Bahan Sosialisasi Perda

4

Sound System/LCD

© ® N O

) Perlengkapan lainnya
Meja
5. Kurs

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Pentingnya sosialisasi Perda agar masyarakat ikut peduli dalam
mewujudkan ketertiban umum.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Jadwal Sosialisasi, Laporan Hasil Kegiatan)




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Kegiatan Staf KASI KABID KASAT Persyaratan / Wakta Output
Pelaksana Perlengkapan
1 | Membuat jadwal kegiatan RKA, Nota Dinas,
sosialisasi dan diserahkan ke NPD, Peraturan 1 hari |Jadwal
Kabid Terkait Kegiatan
2 |Memeriksa jadwal kegiatan 14 RKA. Nota Dinas
sosialisasi jika setuju diserahkan Tidal i _ NpD: Peraturan , lhari |Jadwal
k.e Kasat,. jika tidak setuju Terkait Kegiatan
3 M!emefiks;"jaciwafrkegiata , Tida {RKA, Nota Dinas,
sosialisasi jika setuju NPD, Peraturan 1 hari |Jadwal
ditandatangani, jika tidak setuju . |Terkait Kegiatan
4 |Menyiapkan tempat dan Surat Undangan, 1 hari |Berkas
peralatan kegiatan, Membuat Surat Tugas, kelengkap
Surat ke Narasumber dan Surat ’ Daftar Hadir, an
S |Pelaksanaan Kegiatan 2 Berkas 1 hari |Berkas
kelengkapan kelengkap
an
6 |Mengumpulkan data dan SPTB 1 hari |Berkas
penyusun hasil kegiatan untuk SPTB
di SPJ kan
7 |menyimpan/diarsipkan Berkas SPTB 1 hari Arsip




SOP Bidang Ketertiban Umun dan Kententraman Masyarakat
SOP Ke iatan Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas

----- Bany SN Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
oM Tanggal Revisi
075 AY= = Tanggal Efektif
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPALA SATUAN,
SATUAN POLISI PAMONG|PRAJA DAY PEMADAM KEBAKARAN
Disahkan Oleh
rs. Hermansyah
%.19600115 198403 1 010
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Nama SOP Penjagaan Kantor clan Rumah Dinas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 1. Anggota Satpol PP yang mendapatkan dan melaksanakan Dikdas Satpol PP
2. Permendagti No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP 2. Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi rnengganggu
3. Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 3. Mernahami Perda dan. Perwali yang menyangkut ketertiban umum
4. Permendagri No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dines, Perlengkapan clan Peralatan Operasional | 4. Pengetahuan tentang tugas pokok Pol PP dan Pemerintah Daerah
Satuan 5. Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab
5. Peraturan Gubernur Kalsel No. 12 Tentang Junis Operasional Satpol PP Provinsi Kalsel 6. Mampu melaksanakan setiap tahap penegakan Perda dan Perwali secara tepat waktu dan

6. Perwali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi clan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dart Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

tepat. sasaran

Keterkaitan

Peralatan / Petlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas
2. SOP Pengawalan Pejabat penting

SANEIC el S

Alat Komunikasi

ATK

SPT

Kartu Tamu

Petlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan sangku (jika memiliki
izin)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur Baku, jika tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan,
ketidaklancaran dan keterlambatan dalam Penjagaan kantor dan rumah dinas

L.
2.
3.

Buku Kegiatan Penjagaan
Buku Tamu
Buku Mutasi Penjagaan

Lamplran 1. 12 SOP Kegiatan Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan id Ti Keterangan
9 Kasi Opsdal Kabid Tibum & Kasat Pol PP Danton/Danru/ Fungsional Umum| Kelengkapan | Waktu Output 9
Tranmasy Anggota
1 Mengusulkan Daftar Nama dan Jadwal Penjagaan Kantor dan
Rumah Dinas Daftar Nama dan 5 hart Daftar Nama dan|Jadwal untuk 1
Jadwal Jadwal minggu / 1 Bulan
2 Memeriksa dan mempertimbangkan usulan Daftar Nama dan
Jadwal Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas, jika setuju diparaf Daftar Nama dan Daftar Nama dan
dan disampaikan kepada Kasat Pol PP, jika tidak setuju = Jadwal, 1 hart Jadwal
dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk diperbaiki Tidak v disposisi
x1a
3 Memeriksa dan mempertimbangkan usulan Daftar Nama dan ]
Jadwal Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas, jika setuju Tidak Daftar Nama dan Daftar Nama dan
ditanda tangani dan diserahkan kembali kepada Kabid Tibum & Jadwal 1 had Jadwal. Tanda
Tranmasy untuk dilaksanakan, jika tidak setuju dikembalikan disposiéi Tan’gan
ke Kabid Tibum & Tranmasy untuk diperbaiki
Va
4 |Menyerahkan Daftar Nama dan Jadwal penjagaan Kantor dan W Daftar Nama dan Daftar Nama dan
Rumah dinas kepada Kasi Opsdal untuk dllaksanakan. Jadwal, Tanda | 30 Menit | Jadwal, Tanda
Tangan Tangan
5 Memerintahkan Danton/Danru/Anggota untuk melaksanakan V Daftar Nama dan Daftar Nama dan
Jadwal penjagaan Kantor dan Rumah dims Jadwal, Tanda | 2jam Jadwal, Tanda
| Tangan Tangan
6  |Melaksanakan tugas ditempat tugas masing - masing sesuai Y Daftar Nama dan Daftar Nama dan
Jadwal penjagaan Kantor dan Rumah dinas kepada Kasi Jadwal, Tanda | 14 jam | Jadwal, Tanda
Opsdal Tangan Tangan
8 Memeriksa laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah L
dinas dan diteruskan kepada Kabid Tibum & Tranmasy laporan 2 jam laporan
9 Memeriksa laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah Y
dinas dan diteruskan kepada Kasat Pol PP laporan 2 jam laporan
10 |Memeriksa laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah it
dinas dan dikembalikan ke Kabid Tibum & Tranmasy untuk laporan 2 jam laporan
diarsipkan
11 |Memerintahkan Kasi Opsdal untuk mengarsipkan laporan hasil 4
keglatan penjagaan kantor dan rumah dinas | laporan 15 Menit laporan
12 |Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan laporan A4
hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah dinas | laporan 15 Menit laporan
13 [Mengarsipkan laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan
rumah dinas C v D laporan 30 menit | laporan, Arslp




SOP Patroli Pen awasan dan Penertiban
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA
Disahkan Oleh

s. ermansvah

. 19600115 198403 1 010

Operasional Satuan

Peraturan Gubernur Kalsel No. 12 Tentang Junis Operasional Satpol PP Provinsi Kalsel

6. Perwali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

o

Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab
Mampu melaksanakan setiap tahap penegakan Perda dan Perwali secara tepat waktu
dan tepat sasaran

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAIVIAN MASYARAKAT Nama SOP Patroli Pengawasan dan Penertiban
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 1. An.ggota Satpol PP yang mendapatkan dan melaksanakan Dikdas Satpol PP
2. Permendagti No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP 2. Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu
3. Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah | 3. Memahami Perda dan Perwali yang menyangkut ketertiban umum
4. Permendagti No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian. Dinas, Perlengkapan dan Peralatan 4. Pengetahuan tentang tugas pokok Pol PP dan Pemerintah Daerah
5.
6.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas

L.
2.
3.

Alat Komunikasi

Kendaraan

Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan sangku (jika
memiliki izin)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan,
ketidaktepatan, ketidaklancaran dan keterlambatan dalam Patroli Pengawasan dan Penertiban

1.
2.

Data Penertiban dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan
Dokumentasi

Lampiran 1. 13 SOP Kegiatan Patroll Pengawasan dart Penertiban




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan id Ti Koterangan
g Kasi Opsdal Kabid Tibum & Kasat Poi PP DANTON / Fungsional Umum g
Tranmasy DANRU Kelongkapan | Waktu Output
Mengusulkan Jadwal kegiatan Patroli kepada Kabid Jadwal untuk 1
Tibum dan Tranmasy Program Kerja | 3 hart Jadwal a Wgur:nu
2 |Memeriksa dan mempelajari Jadwal keglatan Patron,
jika setuju diparaf dan membuat pertimbangan serta Pertimbangan
diserahkan kepada Kasat Pol PP, jika tidak setuju Jadwal 1 hari Kabid Mum
dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk diperbalkl Tidak Tranmas
3 |memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
memberikan arahan tindak lanjut kepada Kabid Ya + Jadwal dan )
Mum dan Tranmas dan Kasi Opdal Pertimbangan Kabld | 1 hari Arahan Tlndak
- Lanjut
Tibum Tranmas
4 |Memerintahkan Danton/Danru/Anggota untuk
melaksanakan kegiatan Patroli Arahan Tindak Lanjut| 1 jam Perlnt_ah Patroll
Kasi Opsdal
5 |Melaksanakan keglatan Patroli dan membuat
laporan PerlntahSFP’_artroll dan 4 jam |Patroli dan Laporan]  SOP SPT
6 |Memeriksa laporan hasil kegiatan Patroli , membuat _
tetaahan dan meneruskan kepada Kabid Tibum & Laporan Patroli 1jam Telaahan Kasi
Tranmasy Opsdal
7 |Memeriksa laporan hash kegiatan Patroli dan Pertimbanaan
mempelajari telaahan Kasi Opdal, membuat Tel Kasi : erimbang
) 1 jam Kabid Tibum
pertimbangan dan meneruskan kepada Kasat Pol o Opsdal
PP — Tranmas
9 [Memperhatikan pertimbangan Kabid Tiburn dan ] ] Arahan Tindak
Tranmas, memberikan arahan dan pengarsipan Pertimbangan Kabid [ 15 | o i Kasat Pol
Tibum Tranmas Menit PP
12 |Memperhatikan arahan dart Kasat, Memerintahkan ) . )
Fungsional Umum untuk mengarsipkan laporan hasil Arahan Tindak Lanjut 15. Perlntgh
keglatan Patrol) Kasat Pol PP Menit Pengarsipan
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Patrol(
Perintah .| Arsip kegiatan
30 menit

Pengarsipan

Patrol)




SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN|PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
KEPALA SATUAN,
Disahkan Oleh 40111~
Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010
Nama SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP

Pertnenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
Permendagti No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Petlengkapan dan Peralatan Operasional
Satuan

. Peraturan Gubernur Kalsel No. 12 Tentang Junis Operasional Satpol PP Provinsi Kalsel

6. Perwali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Ketja Satuan Polisi
Pamong Praja clan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Eal ol S

ST PN =

Anggota Satpol PP yang mendapatkan dan melaksanakan Dikdas Satpol PP

Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi znengganggu

Memahami Perda dan Perwali yang menyangkut ketertiban umum

Pengetahuan tentang tugas pokok Pol PP dan Pemerintah Daerah

Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab

Mampu melaksanakan setiap tahap penegakan Perda dan Perwali secara tepat waktu dan tepat
sasaran

Keterkaitan

Peralatan / Petlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas
2. SOP Patroli Pengawasan clan Penertiban

Eal il S

Alat Komunikasi

Kendaraan

Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi clan sangkur (jika memiliki izin)
Pelindung Body (Body Protector)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOP int adalah Prosedur baku, jika tidal dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan,
ketidaklancaran dan keterlambatan dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan

L.
2.

Data Pengunjuk Rasa (Meliputi jumlah, maksud dan tujuan serta identitas)
Dolcumentasi

Lampiran 1. 14 SOP Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhart Massa




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan id Til Keterangan
9 Kasi Opsdal Kabid Tiburn & Kasat Pol PP | DANTON / DANRU [Fungsional Umum| Kelengkapan Waktu Output 9
Tranmasy
Merencanakan menjadwalkan persiapan berbagai | i}
Potensi terjadinya Unjuk Rasa maupun kerusuhan Program Kerja 3 hari Jadwal JadwaB l:ntu ' 1
Massa uian
2 |Memeriksa dan mempelajari Potensi Unjuk rasa dan
Kerusuhan massa, jika setuju diparaf dan membuat Pertimbangan
pertimbangan serta diserahkan kepada Kasat, jika Jadwal 1 hail Kabid Tibum
tidak setuju dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk Tidak Tranmas
diperbaiki
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
memberikan arahan tindak Lanjut kepada Kabid Ya . Jadwal dan Arahan Tmdak
Tibum dan Tranmasy dan Kasi Opsdal Pertimbangan Kabid 1 hari @ fn . T @
n
Tibum Tranmas ani
4 |Memerintahkan Danton/ Danru/ Anggota untuk Perintah
melaksanakal.'l Pengamanan serta Penanganan Arahan Tindak Lanjut 1 jam Penanganan Kasi
terhadap kegiatan Unjuk Rasa maupun Kerusuhan
Opsdal
Massa
5 |Melaksanakan kegiatan Pengamanan dan
j Penanganan
penanganan terhadap unjuk rasa maupun kerusuhan Penanganan massa 4 jam g SOP SPT
massa dan membuat laporan massa
6 |Memeriksa laporan kegiatan Penanganan terhadap
unjuk rasa maupun kerusuhan massa , membuat ) Telaahan Kasi
telaahan dan meneruskan kepada Kabid Tibum & Penanganan massa 1 jam Opsdal
Tranmasy
7 |Memeriksa laporan hash! kegiatan Penanganan _
unjuk rasa dan Kerusuhan Massa dan mempelajari _ _ Pertlrnba.lngan
telaahan Kasi Opdal, membuat pertimbangan dan Telaahan Kasi Opsdal| 1 jam Kabid Tibum
meneruskan kepada Kasat Pol PP Tranmas
9 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan \ ) ) Arahan Tindak
Tranmasy, memberikan arahan dan pengarsipan Pertimbangan Kabid 15 Mend | Lanjut Kasat Pol
Tibum Tranmas PP
12 |Memperhatikan arahan dari Kasat Pol PP, ) . .
Memerintahkan Fungsional Umum untuk Arahan Tindak Lanjut 15 Menit Perlnta_:lh
tnengarsipkan laporan hash! kegiatan Kasat Pot PP Pengarsipan
13 |Mengarsipkan laporan hash! kegiatan Penanganan Arsip kegiatan
unjuk rasa dan kerusuhan massa 1 Perintah Pengarsipan | 30 mend | Penanganan unjuk

rasa




SOP Pengawalan Pejabat dan Oran - Oran Pentin
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMON® PRAJA DAN|PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN,

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Disahkan Oleh
S. _ermansyah
. 19600115 198403 1 010
Nama SOP Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nornor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong PrAja

Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP

Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

Permendagri No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional

Satuan

Peraturan Gubernur Kalsel No. 12 Tentang Junis Operasional Satpol PP Provinsi Kalsel

6. Perwali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam K ebakaran Kota Banjarmasin

EalR

o

Ok wWN P

Anggota Satpol PP yang mendapatkan dan melaksanakan Dikdas Satpol PP

Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu

Memahami Perda dan Perwali yang znenyangkut ketertiban umum

Pengetahuan tentang tugas pokok Pol PP dan Pemerintah Daerah

Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab

Mampu tnelaksanal can setiap tahap penegakan Perda clan Perwali secaratepat waktu dan tepat
sasaran

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Perintah. Tugas
2. SOP Patroli Pengawasan clan Penertiban
3. SOP Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Penting

AN

Alat Komunikasi

Kendaraan Mobil/Motor

Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan sangku (jika memiliki izin)
Surat 1zin Mengemudi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOPini adalah Prosedur baku, jikatidak dilalcsanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan,
ketidaldancaran dan keterlambatan dalarn Patroli Pengawalan clan Penertiban

1
2.

Data Potensi yang dapat menghambat K elancaran Pengawal an
Dokumentasi

Larnpiran 1. 15 SOP Kegiatan Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting




Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan i Koterangan
9 Kasi Opsdal Ka bid Tlbum & Kasat Pol PP Potugas Fungsional Umum 9
Tranmasy Kelengkapan Waktu Output
Merencanakan menjadwalkan persiapan Pengawalan Jadwal untuk 1
) - adwal un
Pejabat dan Orang-orang Penting ] Program Kerja 3 had Jadwal wa untd
Bulan
2 |Memeriksa dan mempelajari jadwal Pengawalan
Pejabat dan Orang-orang panting, jika setuju diparaf _ _
dan membuat pertimbangan serta diserahkan kepada Jadwal { hari Pertimbangan Kabid
Kasat, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi Opsdal Tidak Thum Tranmas
untuk diperbaiki
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
rnemberikan arahan tindak lanjut kepada Kabid a \ Jadwal dan
Tibum dan Tranmasy dan Kasi Opsdal Pertimbangan Kabid 1 had Arahan Tindak Lanjut
Tibum Tranmas
4 |Memerintahkan Petugas yang ditunjuk melalui Surat
Perlntah Tugas untuk meIaksar\akan Pengawalan Arahan Tindak Lanjut 1jam Per|ntah_ Pengawalan
Pejabat dan Orang-orang Penting Kasi Opsdal
5 [Melaksanakan kegiatan Pengawalan Pejabat dan
- i Perintah P |
Orang-orang Penting dan membuat laporan erintah Fengawaian 1 had Pengawalan SOP SPT
Kasi Opdal
6 [Memeriksa laporan kegiatan Pengawalan Pejabat
dan Orang-orang Penting , membuat telaahan dan ) .
meneruskan kepada Kabid Tibum & Tranmasy Pengawalan ljam |Tetaahan Kasi Opsdal
7 |Memeriksa laporan hasil kegiatan Pengawalan
Pejabat dan Orang-orang Panting serta mempelajari ) ] Pertimbangan Kabid
telaahan Kasi Opsdal, membuat pertimbangan dan Telaahan Kasi Opsdal| 1 jam Tibum Tranmas
meneruskan kepada Kasat Pol PP
9 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan ] )
Tranmas. memberikan arahan dan pengarsipan Pertimbangan Kabid | ;.. | Arahan Tindak Lanjut
Tibum Tranmas Kasat Pot PP
12 |Memperhatikan arahan dari Kasat Pol PP,
Memerintahkan Fungsional Umum untuk Arahan Tindak Lanjut ; . .
15M Py h P
mengarsipkan laporan hasil kegiatan Kasat Pot PP > Menit | Perintah Pengarsipan
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Pengawalan
; N i Arsip kegiatan
Pejabat dan Orang-orang Penting Perintah Pengarsipan | 30 menit peg

Pengawalan




SOP Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Terkait

PEMERINTA
SATUAN POLISI PAMONG

BANJARIMSIN

AalD

"“hoi Oibie

H KOTA BA
PRAJA DAN

NJARMASIN
PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tangga Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA S. UAN,

Disahkan Oleh g Iw !
. rmansvah

. 19600115 198403 1 010

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Nama SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dasar Hukum

Kualifikas Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Berwibawa, Percayadiri, ulet, ramah dan bertanggung jawab

2. Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP 2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan benar
3. Peraturan Gubernur Kalsel No. 12 Tentang Junis Operasional Satpol PP Provinsi Kalsel 3. Dapat menerimakritik dan saran dari masyarakat yang bersifat membangun dan
4. Perwali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keda memberikan aternatif pemecahan masalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam K ebakaran Kota Banjarmasin
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Surat Tugas

4. Kendaraan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOPini adalah Prosedur baku, jikatidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan,
ketidaktepatan, ketidaklancaran dan keterlambatan dalam Koordinasi dengan Instansi Terkait

1. Buku Kendali




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan id Ti Keterangan
9 Kasi Opsdal Kasi Kerjasama | Instansi Terkait Kal;:::::s': & Kasat Pal PP | Kelengkapan| Waktu Output 9
1 |Mengkoondinasikan rencana penertiban dengan
Kasi Kerjasama s 3 dokumen 30 Menit disposisi
2 [Memeriksa dan mempertimbangkan rencana
penertiban, bila setuju diteruskan ke Instansi
terkait, bila tidak setuju dikembalikan ke Kasi dokumen 1 hart disposisi
Opsdal untuk diperbaiki Tidak Tidak
3 |Memeriksa dan mempertimbangkan rencana
penertiban, bila setuju dikembalikan ke Kasi Ya
Kerjasama untuk dilaksanakan, bila tidak setuju ) Surat
! kumen 1h
dikembalikan ke Kasi Kerjasama untuk dokume an Perintah
diperbaiki 4‘1 Ya
4 |Melaporkan hasil koordinasi kepada Kabid
Tibum & Tranmasy dokumen | 30 menit | dokumen
5 [Melaporkan hasil koordinasi kepada Kasat Pol Y
PP dokumen 30 menit dokumen
6 |Memerintahkan Kabid Tibum & Tranmasy untuk v
melaksanakan penertiban dokumen 30 menit dokumen
7 [Memerintahkan Kasi Opsdal untuk
melaksanakan penertiban dokumen 30 menit dokumen
8|Melaksanakan penertiban Patroli
Y Pengawasan
dokumen 4 Jam dokumen dan
> Penertiban




SOP Pen amanan Baran

.............. S Nomor SOP
BANJARMASIN
Tanggal Pembuatan
: AA. %
e, T al Revisi
bovigic,.... angg s
L " Tanggal Efektif
"W/axle
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN|PEMADAM KEBAKARAN Disahkan Oleh
S rm syah
. 19600115 198403 1 010
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Nama SOP Pengamanan Barang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Parnong Praja

1. Dilaksanakan oleh PPNS

2. Pelanggaran yang diabaikan akan membuat pelanggaran akan semakin meluas

2. Blangko Surat Panggilan

2. Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP 2. Dibantu oleh anggota Satpol PP (bukan THL/Honor/Banpol)
3. Permendagri No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan 3. Petugas memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
4. Perwali KotaBanjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong | 4.  Petugas hams sigap, tanggap apabilaterjadi pelanggaran
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penegakan Perda 1. Kendaraan Operasional 4. Membawa Surat Perintah (SP)
2. SOP Ketentraman clan Ketertiban Umum 2. Berpakaian PDLK Lengkap 5. Membawa Alat Tulis dan buku notes
3. MembawaKartu Tanda Anggota (KTA) | 6. KameralKameraHP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabilatidak dilakukan maka akan muncul kondisi tidak kondusi pada ketentraman dan K etertiban Umum 1. Datadiri pelanggar dan lokasi 3. Blangko Pengamanan Barang
pelanggaran 4. Blangko Penolakan Pengamanan Barang

Lampiran 1. 16 SOP Pengarnanan Barang




Muth Ww1

. _ PeMauna
No. Kealstun - ; l:wrung:in
. Kabid Mum & Kasat Pol.P ; insults,
Kati Opsdal ~ranmasy Damkar P& Avri.vpu Terkult Kelenglutpan Waldo Output
1 Warman Roma dim Tantalum Staf Kogiatan. Opcmsional/K eslatan Vil P
; ; T Program Ketja 13idatig . Tolaaban dan Romano
L apangan/Penortiban dan menyarnpaikan kopada Katlic' Tibum & Tommy Tibum & Tramway 1jtuit Opsdal
2. Mempolainri Tolaalum Koslow Opormtional/K agiulan L apangan/Penertiban,
apabilatidak win petbalkatt niembtmt pertimbmigan dan moneruskan ke K asai - Tolaititan dan Room! 15 Molt Pertimbangan Kant,
Pol,PP& Damkar, npnbila perln perinatal maim Atm clisorahkan kembali ko Opsdal 0 Tibum & Tranmasy
Kast Opsdal Ya
3. Momperhatikait pertintbangatt Kabid Tibtun & Trantnasyl, memberikan arahan ) ) T
tindak lanjut pelnksanaan Operasiouni/K ogiatan L apangan/Puuertiba» Peklimbautuut Kabid Mum 30 monit Aralum Karat Pol.PP &
Ep—— & Traumay Dautkar
4. Meroperliatikan nralum Kant Pol.PP& Minicar dan incougaskan Kasi Opsdal -
untuk mempersinpkan keiengkapan pelaksanann dan molaksanakan Kegiatan Amhan Karet Pol.PP & 5Wait PomonfiHKabld Tibum
Opel mional/K ogiatan Lapaugan/Penertiban Damkar & Trattmasy
5. Meinperhntikan pinball Kabid Tibum & TranmasyOpsdul dun memerinfalikan
Fungsiona Thnum dau/ntau Funtisional Tetlentu untuk ittemporsiapktut Sarana Ponitpann Kabid Tibuta & ; : :
dan ', mamma Oporimional/K egintatt L apangan/Penertiban Tramnasy 5 Menit Perianth Kasi Opsdd
6. Melak;anakan peri ntan Kasi Opsda mompgrsi npkan Samna dart prasorana Persiapen Samna dan
Opormtional/Kegiatait 1.npangun/Ponortiban sefinui &wail koporlitan B + Poi intah Kasi °mint 2jam Prasanuut Opadal
7. Molaksanakan Kogintan Opernsional/K eglatan L apanitan/pataminan aiment, — I N B
mombitat Worm dan monyampaikan kopada K asai Pol.PP& Damkar metal & | | Persi gpan Samna daft 2 jim I'elah sonata) dim Livonia
Kabid Tibnin & TranmasyOpsdal ' PritsR VIlll Opsdal
8. Mompoildari Laporan dad Kasi Opsdal, membuat pertimbnagatt dan mencruskan — — = L
g ' — ) Pent mining= Kfl1)141
kepuda Knout Pol.PP& Dwain L upotan Opadui 30 Mena Thin) & Tranmasy
9. | Memperhalikan Pertimbangan Kabid Tibum & Tranniasy dan montberikati o
arahan aorta pongarsipan Peininl-aattan Kahn! Tibwn amii Perianth Pertgarsipi it
& It anmasy
W. Memporhatikan arahan Karat Pol.PP& Ontukar dan memcrintabkan Kasi Opadal
untuk pongarsipan . Perintah Kabid Tibum &
Palatal) Pongarsipan I Jam Trannuay
11. Memporlunikan arahan Kabid Tibum & Thi tsmawOpsdnl_dna mometintaltkan
Fungsional Umuni uni uk pengnrsipnn 1 Perintalt Kabid Tibum & 30 moult Petintalt Kasi Opsddl
Tramway
12. Mengarsipkan Lapanut Kegiatan Opartsional/K egiatan L apattgan/Ponertiban
Perianth Kiwi Opsdal 30 await Arsip Importut Kogitilan

Opsdal




SOP Bidang Penegakan Peraturan Daerah
SOP K egiatan Penegakan Peraturan Daer ah

BANJARMASIN |

i.at,
=Cs
wZ1,98,

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tangga Revis

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
BANJARMASIN

Disahkan oleh ClIWfr;

Drs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010

BIDANG PENEGAKAN PERDA

Judul SOP Penegakan Peraturan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

dilaksanakan akan tetjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan, ketidaktransparan,
ketidakiancaran, dan keterlambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah

1 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 1 Memahami dengan baik Peraturan Daerah K ota Banjarmasin
Polisi Pamong Praja
2 | Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol .PP 2 Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku
3 | Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 tentang pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri 3 Memahami dengan baik Bidang Tugas
Sipil
4 | Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan 4 Memahami dengan baik Teknis Penyelidikan dan Penyidikan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin 5 Mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan tepat waktu clan
tepat sasaran
5 | Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, P
Fungsi dan Tata Ketja. Satuan Polisi Pamong Pragja dan Pemadang K ebakaran Kota
Banjaramasin
Keterkaitan Peralatan/perl engkapan
1 SOP Koordinasi Hubungan Antar Lembaga 1 Ruang Penyidikan
2 SOP Pengawasan dan Penertiban 2 Perangkat Komputer
_ 3 Fedling Kabinet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 | SOPini adalah Prosedur baku dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perda, jikatidak | 1 pata Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Dokumentasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Lampiran 1. 17 SOP Regiatan Penegakan Peraturan. Daerah




Polaksana id utu Baku
No. Kegiatan Kasi Kabid K asat Pol.PP K eterangan
Penegakan Per';irgzd;an s Damkar PPNS Kelengkapan Waktu Output
1| Menerima laporan / temuan pelanggaran Laporan/ temuan
terhadap perda, memuat telashan dan pelanggaran 2 Jam Telaahan
meneruskan kepada Kabid Penegakan Perda Perda
Z | Mempelgari telaahan perlanggaran Perda dari 4, Telaahan dan Pertimbangan
Kasi Penegakan memuat pertimbangan dan laporan/ temuan 1 Jam Kabid
meneruskan kepada K asat Pol. PP & Damkar pelanggaran Peneggkan
Perda Perda
3 | Memperhatikan pertimbangan Kabid Penegakan :
; Pertimbangan Arahan Kasat
Perda atas pelanggaran Perda, memerintahkan Kabid Penegakan | 2 Jam | Pol.PP&
penyelidikan dan penyidikan selanjutnya Perda Darmkar
4 | Memperhatikan perintah Kasat Pol .PP 86
Damkar, memberikan perintah kepada Kasi Arahan Kabid
Penegakan Arahan Kasat 1Jam | Penegakan.
Pol.PP & Damkar Perda
5 |Memperhatikan perintah Kabid Penegakan
Perdam mel aksanakan penyelidikan dan )
penyielikan atas pelanggaran Perda, memuat | Arahan Kabid 3l-lari | Beritaacara
berita acara pemerikaasn dan mel aporkan Penegakan Perda
kepada Kasat Pol.PP & Damkar melalui Kabid I
6 [Mempelgjari berita acara dan laporan hasil W Pertimbangan
penyelidikan dan penyidikan, memuat Berita acara dan 1 Jam Kahid
pertimbangan dan meneruskan kepada K asat laporan Penegakan
Pol.PP & Damkar Perda
7 Mempglqarl berita aeara dan laporan bas.I Beritaacara, Arahan K asat
penyelidikan dan penyidikan, memperhatikan laporan dan 2 Jam Pol PP &
pertimbangan Kabid Penegakan Perda, pertimbangan D a.mk ar
memberikan arahan untuk proses selanjutnya Kabid
S [Memperhatikan arahan Kasai: Pol.PP & Damkar, Berkas, arahan Arahan Kabid
memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasi Kasat Pol.PP& |1Jam | Penegakan
Pene& akan Perda untuk proses selanjutnya Damkar Perda.
9 |[Menyampaikan berkas pelanggaran Perda Berkas, arahan
kepada Pengadilan ' - Kasat Pol.PP &
Damkar, arahan | 3 Jam Pgre\ﬁ?;t;r;:rgn
Kabid Penegakarn

Perda




SOP Kegiatan Hubungan Antar Lembaga

Nomor SOP SOP- SATPOL.PP
ey s -s Tanggal Pembuatan
BANJAIWASIN
Tangoal Revisi
Tangoal Efektif
4. 40 KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh /"
SATIJAN POLISI PAMONG| PRAJA DAN| PEMADAM KEBAKARAN * rs. Hermansyah
NIP. 19600115 198403 1 010
BIDANG PENEGAKAN PERDA Judul SOP Hubungan Antar Lembaga

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

I Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

4 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

5  Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 1 Memahami dengan baik Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Satuan Polisi Pamong Praja 5 Mampu berkomunikasi dengan balk dan benar sesuai ketentuan yang berlaku
Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol. PP 3 Memahami dengan balk bidang tugas
Kepmendagti No. 7 Tahun 2003 tentang pedoman Operasi Penyidik Pegawai 4 Memahami dengan balk teknis hubungan Antar Lembaga
Negeri Sipil 5 Mempunyai Komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan tepat

i pada waktu dan tepat sasaran

2 SOP Pengawasan clan Penertiban

Keterkaitan Peralatan/petlengkapan
1 SOP Penegakan Perda 1 Perangkat Komputer
2 Feeling Kabinet

dan keterlambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 SOP ini adalah Prosedur baku dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perda, jika tidal( 1 Data Koordinasi Hubungan Antal Lembaga
dilaksanakan akan teijadi ketidakjelasan, ketidaktepatan, ketidaktransparan, ketidaklancaran, . . L
2 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga

Larnpirern 1. 18 SOP Kegiatan Hubungan Antar 1 ernbaga




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Keglatan

Kasi Hubungan
Antar Lembaga

Kasi
Penegakan

Instansi
Terkait

Kabid

Kasat Pol.PP &
Damkar

Kelengkapan

Waktu

Output

K eterangan

Menyusun bahan Icoordinasi dan kelja sama dengan

Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan Aparatur lainnyadalam rangka penegakan

Perundang Undangan

Dokumen

1 Hari

Dokumen

Memeriksa  dan mempertimbangkan  rencand
koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negarg

ndak

RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur,
lainnya. Bila setuju maka di teruskan ke instansi
terkait, bilatidak setuju makadi susun kembali oleh

Dokumen

1 hari

Dokumen

Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Negarg
RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur
lainnya melalui rapat bulanan

Dokumen

Ix Sebulan

Dokumen

Melaporkan 7 M engagendakan basil Koordinasi
kepada Kabid Penegakan Perundan Undangan Daerah

Dokumen

1 Hari

Dokumen

Melaporkan basil koordinasi kepada Kasat Pol.PP &
Damkar

Dokumen

1 Hari

Dokumen

Memerintahkan Kabid Penegakan Perda untuk
melakukan koordinasi Hubungan Antar Lembaga

Dokumen

1 Hari

Dokumen

Memerintahkan Kasi Hubungan Antar Lembaga
untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian
NegaraRI, PPNS & aparatur lainnya

Dokumen

1 Hari

Dokumen




SOP Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan M asyar akat

SOP Rekruitmen Anggota L inmas
Nomor SOP SOP- /SATPOL.PP
- Tanggal Pembuatan
BANJARMASIN
Tanggal Revisi
AfD, - % :
W, g 4:%:-- Tanggal Efektif
P 0 K epala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota
fli Banjarmasin
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
rs. _ermansvah
SATUAN POLISI PAMON¢G PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN IP. 196001151984031010
BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Judul SOP Rekruitmen Anggota Satlinmas

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2. Permendagri N0.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan M asyarakat

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota banjarmasin

1. Memahami Rekruitmen Anggota Satlinmas
2. Memahami Prosuder Administrasi Rekruitmen Anggota Satlinmas
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan Rekruitmen Anggota Satlinmas

dengan. tepat waktu dan tepat sasaran

Peralatan / Perlengkapan

Keterkaitan

1. Alat Tulis Kantor

2. Perangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Rekruitmen Anggota Satlinmas, jikatidak
dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan, ketidaklancaran dan

keterlambatan dalam Rekruitmen Anggota Satlinmas

1. Datalntensitas Rekruitmen Anggota Satlinmas
2. Dokumen Rekruitmen Anggota Satlinmas

Lampiran 1. 19 SOP Rekruitmen Anggota Linmas




Pe'alumna Mutu Baku
K egiatan Kabid. K : : K eterangan
; : ] asat Pol.PP | Fungsional Instansi
Kas Llamas Pemk_)lnasm Damkar Ushum Terkait Kelengkapan Waktu Output
Satlinmas
1 Menyusun Rencana dan Telaahan Staf tentang rekruitmen T( ) ;

- y ; — Telaahan dan Terkait dengan
ang%qta Satllnlmas dan menyampaikan kepada Kabid 49 BiggggrggnKb?;J:an 2jam Rencana SOP PerS/ar%tan
Pembinaan Satlinmas Satlinmas rekruitmen Lamaran Kerja

2. Mempelajari Telaahan tentang rekruitmen anggota
Satlinmas, apabila tidak perlu perbaikan membuat Telaahan d Pertimbangan Terkait dengan
pertimbangan dan meneruskan ke Kasat Pol.PP & Tidak R ncanas 2{2 atn 30 Menit | Kabid Pembinaan SOP Pemberian
Damkar, apabila perlu perbaikan maka akan diserahkan e rexrurtmen Satlinmas Disposisi
kembali ke Kasi Linmas Ya
3. Memperhatikan ~ pertimbangan  Kabid =~ Pembinaan ) )
Satlinmas, memberikan arahan tindak lanjut pelaksanaan Pertimbangan Rabid ) Arahan K asat
perekrutan anggota Satlinmas [ F;ig?rlm?nagg 30Menit oo by g5 Damkar
4. Memper hatikan arahan Kasat Pol.PP & Damkar clan f
menugaskan Kasi Linmas untuk memperaiapkan Arahan Kasat Pol.PP 30 Menit Pen;e%nbmazﬁb'd
kelengkapan pelakaanaan dan melaksanakan perekrutan | & Damkar : Satlinmas
anggota Satlinmas
5. Memperhatikan arahan Kabid Pembinaan Satlinmas clan T " Penugasan Kabid Perintah K asi
memerintahkan Fungsional Umum untuk memper siapkan Pembinaan 30 Menit Linmas
Sarana dan prasarana perekrutan anggota Satlinmas 1 Satlinmas
6. M elaksanakan perintah Kas Linmas memper siapkan Peraiapan Samna Terkait dengan
Sarana dan prasar ana per ekrutan anggota Satlinmas Perintah Kasi ap SOP Persiapan
; 2Han dan Prasarana
termasuk surat-menyurat sesuai dengan keperluan ] Linmas rekruitmen Sarpras
[ Rekrutmen
7. M elaksanakan per ekrutan anggota Satlinmas, membuat L Persiapan Sarana 10 Hari Pelaksanaan
laporan dan menyampaikan kepada K asai Pol.PP & dan Prasarana Keri : rekruitmen dan
Damkar melalui Kabid Pembinaan Satlinmas Perekrutan Linmaa erla Laporan
8. Mempelajari Laporan dan Kas Linmas, membuat F - ;
1 , FH L Pertimbangan
Bertll:nbangan dan meneruskan kepada Kasat Pol.PP 8s l—'i rd?ﬂﬁﬁnmtgtgggta 30Menit | Rabid Pembignaan
amer Satlinmas Satlinmas
9. Memper hatikan Pertimbangan  Rabid Pembinaan Pertimb K abid Perintah
Satlinmas dan memberikan arahan Berta. membuat SK er 'g aggan ! 30 Menit pembuatan SK
rekruitmen anggota Satlinmas | Searg inaan eni rekruitmen
Inmas anggota Satlinmas
10. | Memperhatikan arahan Kasat Pol.PP & Damkar dan Perintah pembuatan Perintah Kabid
memerintahkan Kasi Linmas untuk membuat SK | SK rekruitmen 2Jam Pembinaan
rekruitmen anggota Satlinmas 1 anggota Satlinmas Satlinmas
11. Memper hatikan arahan Rabid Pembinaan Satlinmas dan ] Perintah Kabid ; :
memerintahkan Fungsional Umum untuk membuat SK [ Pembinaan 2Jam Perll_r?;ir:al‘(gas
rekruitmen anggota Satlinmas Satlinmas
12. Membuat SK rekruitmen anggota Satlinmas . . . Terlcait dengan
Perintah Kas 1 Jam SK rekruitmen SOP Pembuatan
Linmas anggota Satlinmas
SK




SOP K egiatan Pembinaan dalam Perlindungan M asyar akat

BANJARMASIN ™

Nomor SOP

SOP- ISATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN NLASYARAKAT

dgt, 1 Tanggal Efektif
R Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota
"&iiB AO Banjarmasin
DisshkanOleh (.
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Drs. Hermansyah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN NIP. 196001151984031010
Judul SOP Kegiatan Pembinaan Dalam

Perlindungan M asyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan TataKerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2. Permendagri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota banjarmasin

1. Memahami Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan M asyarakat

2. Memahami Prosedur Administrasi Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan K egiatan Pembinaan Dalam
Perlindungan Masyarakat dengan tepat waktu dan tepat sasaran

Peralatan / Perlengkapan

Keterkaitan
1. Alat Peraga Pembinaan 4. Sound System
2. Tempat Pembinaan 5. Perangkat Komputer
3. Spanduk

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur bake dalam Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan
Masyarakat, jikatidak dilaksanakan akan teijadi ketidakjelasan, ketidaktepatan,
ketidaklancaran dan keterlambatan dalam K egiatan Pembinaan Dalam Perlindungan
Masyarakat

1. Datalntensitas Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat
2. Dokumen Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat

Lampiran 1. 20 SOP Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat




Palakaana Motu Baku
No. Keglatan -t Kabid. K asaiPol.PP Fungi Hotorangim
; . ungiloual Installs
Karat Llamas Pcmbinaan 61 Damkar Um= Torkalt Kolengkapau Waktu Output
Satlinmas
1 Menyusun Rencana dan Telaahan Star Keglatan Pemblnaan Datum El Telaahan dan
Perlindungan Masyar akat dan menyampaikan kepada K abid Program Kcrja Bidang 2iam Rencana Pemblinaan
Pembinaan Satlinmas Pembinaan Satlinmas ! L lamas
2. Mempelajari Telaahan K egiatan Pemblnaan Dalam Perlindungan : " f
M asyar akat, apabila tidak perlu perbaikan membuat pertimbangan Tidax Telaahan dan Rencana 30Mena Pertlgckr)nag%%ftbltl gg;g;gggginn
dan meneruskan ke Kasat Pol.PP & Damkar, apabila perlu Pembinaan Llamas Satlinmas Disposial
perbaikan make akan diserahkan kemball kc Kasi Llamas Yo
3. Memperhatikan pertimbangan Kabid Pemblnaan Satlinmas,
memberikan arahan tindak lanjut pelaksanaan Pembinaan LInmas Pertimbangan Kabld Arahan K asat PoL pp
Pembinaan Satlinmas 30 Myna & Damkar
4, Memperhatikan arahan Kasat Pol.PP & Damkar dan menugaskan - Penugasan Katlic]
Kas Linmas untuk memper slapkan kelengkapan pelaksanaan dan ArahanDKasakI Pol.PP & 30 Menit Pembinaan
melaksanakan K eglatan Pembinaan Llamas amear Satlinmas
5. Memperhatikan arahan Kabid Pembinaan Satlinmas dan
memerintahkan Fungslonal Umum untuk memper siapkan Sarana Penugasan Kabld - - :
dan prasarana Pembinaan Llamas Pemblinaan Satlinmas 30 Wilk | Perintah Kasi Llamas
6. M elaksanakan perIntah Kasi Llamas memperslapkan Sarana dan Perdapan Sarana Terkait den:.n
prasarana Pembinaan sesual dengan keperluan Pcrintah Kasi Llamas 2 Hari dan Prasarana SOP Permintaan
Pcmbinaan Llamas Nar asumber
7. M elaksanakan K eglatan Pcmbinaan anggota Linmas, mcmbuat Persiapan Sarana dan 1 Hari Pclaksanaan
laporan dan menyampaikan kepada Kasat Pol.PP & Damkar s Prasarana Pelmblnaan Keri Pembinaan clan
melatui K abid Pembinaan Satlinmas Llamas &la Laporan
8. Mempelajarl Laporan dart Kasi Llamas, mcmbuat pertimbangan Pertimbangan Kabid
dan meneruskan kepada Kasat Pol.PP & Damkar - l .aporeit_nl Pemblnaan 30 Menit Pcmbinaan
amas SaUlnmas
9. Memperhatikan Pertimbangan Kabid Pemblnaan Satlinmas clan
memberikan arahan serta pengaralpan Pertimbangan Kabld " ;
Pembinaan Satlinmas 30 Mcnit Pei hash Pengarsipan
10. Memperhatikan arahan Karat Pol.PP & Damkar don ; ;
memerintahkan Kasi LInmas untuk pengarslpan Perintah Pengarsipan 23 Pe’gg?)riwnléﬂd
Satlinmas
11 Memperhatikan arahan Kabid Pemblnaan Satlinmas clan
memerintahkan Fungelonal Umum untuk pengarsipan Perintah Kabld ; ;
I Pemblnaan Satlinmas 2Jnm Perintah Kast Linmas
12. Mengarsipkan Laporan Keglatan Pembinaan Llamas Arslp Laporan Terkait dengan
Perintah Kasi Linmas 1Jain Keglatan Pcmbinaan SOP Penyusunan
Llamas Laporan




SOP Kegiatan Peningkatan K eterampilan dan Kemampuan Fisik

BANJARMASIN

. AISEJ

__%4"1296 '

[ —

q .
ski PkO

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh K epala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
Kota Banjarmasin

1011110/~ /-

0rs. Hermansyah
'I'P. 196001151984031010

SIDANG PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Judul SOP Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Fisik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Prgja dan Pemadam Kebakaran

2. Peraturan Walikota Banjarmasin N0.34 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Keda Satpol PP Kota Banjarmasin

3. Permendagri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan M asyarakat

4. Permendagri No.42 Tahun 2017 Tentang Penyel enggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat

Memahami Kegiatan Peningkatan K eterampilan dan Kemampuan Fisik
Memahami Prosuder Administrasi Pelatihan Peningkatan K eterampilan dan Kemampuan Fisik

Perlindungan M asyarakat
Mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan K egiatan Peningkatan K eterampilan dan

Kemampuan Fisik dengan tepat waktu dan tepat sasaran

Peralatan / Perlengkapan

Keterkaitan
1. Alat Peraga/ Praktek Pelatihan 4. Sound System
2. Tempat Pelatihan 5. Perangkat Komputer
3. Spanduk

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan
Kemampuan Fisik, jikatidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, kctidaktepatan,
ketidaklancaran dan keterlambatan dalam K egiatan Peningkatan K eterampilan dan
Kemampuan Fisik

1

Data Intensitas K egiatan Peningkatan K eterampilan dan Kemampuan Fisik Anggota Perlindungan

Masyarakat
Dokumen Kegiatan Peningkatan K eterampilan dan Kemampuan Fisik Anggota Perlindungan

Masyarakat

Lampiran 1. 21 SOP Peningkatan Keterampilan dan kemampuan Fisik




Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan . y Kabid. Keterangan
Kind Pelatihan Kasat Pol.PP & Fungslonal Instanal
& Mobilisasi I?arz?nlnmaaasn Damkar Umum Terkalt Kelengkapan Waktu Output
1. Menyusun Rencana dan Telaahan Staf Kegiatan Peningkatan
Ketergimpilan dgn Kemampuan Fisik dan menyampalkan kepada Kabid — Program Kerla Bidang 2 Jam Telaahan dan Rencana
Pembinaan Satlinmas Pemblnaan SatMimes Pelatihan Linmas
2. Mempelajari  Telaahan Keglatan Peningkatan Keterampllan dan
Kemampuan Fisik anggota Llnmas, apabila tidak periu perbaikan . .
membuat pertimbangan dan meneruskan ke Kasat Pol.PP & Damkar, ‘Mak a Telgara;%dartRencana 30 Monk PPenl;rllwbanggnt:{abld ;z:ggr?:;%?: (S)gz
apabila pertu perbaikan make akan diserahkan kembali ke Kasi Pelatihan elatihan Linmas embinaan satinmas P
dan Kemampuan Fisik
3. Memperhatikan pertimbangan Kabid Pembinaan Satlinmas, memberikan
arahan tindak lanjut pelaksanaan Pelatihan Linmas Pertimbangan Kabid 30 Menit Arahan Kasat Pol.PP &
Pemblnaan Satlinmas Damkar
4. Memperhatikan arahan Kasat Poi.PP & Damkar dan menugaskan Kasl )
Pelatihan dan Mobilisasi untuk mempersiapkan keiengkapan pelaksanaan Arahan gasakt Pol PP & 30 Menit P Pelr)mlugasag fl?’b'd
dan melaksanakan Kegiatan Pelatthan Linmas amkar embinaan satinmas
5. Memperhatikan arahan Kabid Pemblnaan Satlinmas dan memerintahkan
Fungslonal Umum untuk mempersiapkan Sarana dan prasarana Pelatihan 1 Penugasan Kabid 30 Menit Perintah Kasi Pelatihan
Linmas Pembinaan Satlinmas don Mobilisasi
8. Melaksanakan Perintah Km( Pelalthan dan Mobilisasi mempersiapkan . . Perslapan Sarana dan Terkalt dengan SOP
Sarana den prasarana Pelatthan sesual dengan keparluan Penr:jtah ’\K/Iasb:.lf’elaltthan 2 Had Prasarana Pelatihan Permintaan
an Mobilisasi Linmas Narasumber
7. Melaksanakan Keglatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Persiapan Sarana den .
Kemampuan Fisik anggota Limas, membuat laporan dan menyampaikan Prasarana Pelatihan 1 Had Karla Pelakdsanetan Pelatihan
kepada Kasat Poi.PP & Damkar melalui Kabid Pembinaan Satlinmas T Linmas an Laporan
8. Mempelajari Laporan dart Kest Pelatihan dan Mobilises', membuat Pertimb Kabid
pertimbangan dan meneruskan kepada Kasat Poi.PP & Damkar Laporan Pelatihan Linmas 30 Menit Pe%é?\a?ar;gggtli:m;s
9. Memperhatikan Pertimbangan Kabid Pembinaan Satlinmas den
memberikan arahan serta Pengarsipan Pertimbangan Kabid . . .
Pembinaan Satlinmas 30 Menit Perintah Pangarsipan
10. Memperhatikan arahan Kasat Poi.PP & Damkar dan memerintahkan Kasi
Pelatihan dan Mobilisasi untuk pengarsipan * Perintah P . 21 Perintah Kabid
erintah Fengarsipan am Pembinaan Satlinmas
1. Memperhattkan arahan Kabid Pembinaan Satlinmas dan memerintahkan
Fungsional Umum untuk pengarsipan Perintah Kabid 2 Jam Perintah Kos' Pelatihan
1 Pembinaan Satlinmas dan Mobilisasi
12. Mengarsipkan Laporan Kegiatan Pelatihan Linmas
Perintah Kasi Pelatihan 1 Jam Arsip Laporan Kegiatan | Terkalt dengan SOP

dan Mob'bast

Pelatihan Linmas

Penyusunan Laporan




SOP Bidang Pemadam K ebakaran

SOP Pelatihan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya M asyar akat T erhadap Bencana dan Kebakaran

* RANJARMASIN

\"z8, 7

PEMERINTAN KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVIS

TGL. EFEKTIF !

DISAHKAN OLEH ' Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam K ebakaran

. Herrnansyah

. 19600115 198403 1 010

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Pelatihan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Terhadap

JUDUL SOP ' Bencanadan Kebakaran

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Th. 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi
Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1 Penggunan Anggaran

- Pelaksanaan Pelatihan Damkar

2. PPTK clan Staf

3 Narasumber/ OPD terkait

4.  Kelurahan/ Kecamatan

S. Peserta Pel atihan

PERALATAN/PERLENGKAPAN: :

1. ATK Printer -

2. Spanduk 7. Tempat Ruangan Pelatihan
3. Mga 8. Sound system/ LCD

4. Kurs 9. Perlengkapan Lainnya

5. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Jaclwal Laporan hasil Kegiatan)

Lampiran 1. 22 SOP Pelatihan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya masyarakat Terhadap Bencana dan Kebakaran




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan
: Staf Syar at/K elengkapa
Kas Pelaksana n Waktu Output
1 Membuat Jadwal Kegiatan dan Menyiapkan Materi yang .
h h h RKA, Nota Dinas,
akan disampaikan dalam Pelatihan Peraturan Terkait 1 hari Jadwal
Kegiatan
2. Menyiapkan Kegiatan
SK Tim I. hari Perda/ Perkada
3. M el aksanakan K egiatan
Daftar Jaga, Daftar Keqi
f . . eglatan
Hadir, Tanda Terima 1 Hari Pelatihan
Honor
4. Mengumpulkan data
Data dan Dokumen 1 Hari K elinegkkzspan
5. Membuat dan Menyatnpaikan laporan
SPTB 1 Hari Berkas SPTB




SOP L omba K etangkasan BPK/ PMK Swasta K ota Banjarmasin

BAAJARMASIN

A.tu

1414 0*

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PIRAJA DAN DAMKAR

NOMOR SOP .

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

/

11111PW/ ©
* rs. Hermansyah

NIP. 19600115 198403 1 010

BIDANG PEMADAM KEBAKARA.N

JuDUL SOP !

L omba Ketangkasan BPK / PMK Swasta Kota
Banjarmasin

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah ITo.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;

2. Peraturan Walikota Banjarmasin N0.34 Th. 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi
Fungs dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin.

_ KETERKAITAN:

1

2.

3

4.

Penggunan Anggaran

PPTK dan Staf
Tim Lomba
Peserta Lomba

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Pelaksanaan Lomba LA 6 Binie
2. Spanduk 7. Tempat Ruangan Sosialisai
3. Mqa 8. Sound system/ LF:D
4. Kurs 9. Perlengkapan Lainnya
5.  Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Laporan hasil Kegiatan)

Lampiran 1. 23 SOP Lontba Ketangkasan. BPK/ PMK Swasta Kota Banjarmasin




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan . Staf arat/K elengkapa
Kasi Pelaksana S n gkap Waktu Output
1. | Membuat Jadwal Kegiatan dan M enyiapkan RKA, Nota
Materi yang akan disampaikan dalam lomba Dinas, 1 hari Jadwal
Peraturan
Terkait Kegiatan
2. | Menyiapkan Kegiatan
SK Tim Lomba 1 hari SK
3. | Meaksanakan Kegiatan
* Daftar Peserta, ;
S 1 Kegiatan
Daftar Hadw, Hari L omba
Tanda Terima
4. | Mengumpulkan data
Data dan 1 Hari Berkas
Dokumen Kelengkapan
5. | Membuat dan M enyampaikan laporan
SPTB 1Hari Berkas SPTB




SOP Operasional Sia a Posko BPK Bencana/ Kebakaran Kota Banjarmasin

NOMOR SOP ’
"ﬁKN_.;ARRlA_sﬁN_ g]g;]hBU ATAN
1o,
4=gs TGL. REVISI .
T TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR I
4110P1-
* s. Hermansvah
NP. 19600115 198403 1 010
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN JUDUL SOP . Operasional Siaga Posko BPK Bencana/ Kebakaran Kota

Banjarmasin

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;
2. Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Th. 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi

Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. Penggunan Anggaran
2. PPTK dan Staf

3 Tim Siaga Posko

4. Anggota Damkar

PERALATAN/PERLENGICAPAN:

- Pelaksanaan Siaga Posko BPK

1. ATK 5. IComputer

2. Spanduk 6. Printer

3. Meja 7. Posko Siaga

4. Kursi 8. Perlengkapan Lainnya

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Jadwal Sosialisasi, Laporan hasil Kegiatan)

Lampiran 1. 24 SOP Operasional Siaga Posko BPK Bencana/ Kebakaran Kota Banjarmasin




Pelaksana Mutu Baku= Keterangsman
No. Keglatan Kass Staf Syarat/Kelengkapa
Pelaksana n Output
1 Membuat Jadwal Kegiatan dan Menyiapkan Tim Siaga RKA. Nota Dinas
Posko Peraturan Terkait 1 hail Jadwal
Kegiatan
2. Menyiapkan Kegiatan ]
SK Tim 1 hari SK
3. M elaksanakan Kegiatan
1 Daftar Jaga, Daftar
Hadir, Tanda Teritna 1 Hari Kegiatan Harlan
Honor
4. Mengumpulkan data _ Berkas
Data dan Dokumen 1 Hari Kelengkapan
5. Membuat dan Menyampaikan laporan
SPTB 1 Hari Berkas SPTB

ANALIKOTA BANJARMASIN-4

IBNU SINA
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